Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

. bahwa dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan pengendalian

izin trayek bagi angkutan umum di Kota Kediri perlu adanya

pengaturan yang jelas dan tegas ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin

Trayek.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);

6. Undang—-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

8. Undang—-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 132 );

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3527);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 );

13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
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Menetapkan :

16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

19.Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

21.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan
Kendaraan Umum;

22.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Kediri Nomor 1
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Kediri;

23.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Trayek adalah lintas kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang yang
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintas tetap dan
jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau
badan hukum atau badan usaha untuk dapat melakukan suatu
kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada trayek tetap
dan teratur.

Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi
adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum

pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

10.Angkutan Dalam Trayek adalah angkutan orang dengan kendaraan

bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan
dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung dalam

trayek yang ditentukan.

11.Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah kendaraan bermotor yang

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dalam wilayah Kota

Kediri dengan rute yang tidak ditentukan.
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12.Angkutan Insidentil adalah angkutan yang hanya diberikan kepada
perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk
menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari
izin trayek yang dimiliki.

13.1zin Insidentil adalah izin angkutan cadangan dari sebuah
perusahaan angkutan yang sudah mempunyai trayek tetapi
dipergunakan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki hanya
untuk waktu-waktu tertentu.

14.Komponen Biaya Survey adalah biaya-biaya yang dikeluarkan
dalam pelaksanaan survey yang meliputi biaya ATK, transportasi
petugas survey, serta perlengkapan survey.

15.Biaya Transportasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
biaya pegawai dalam rangka pengendalian dan pengawasan
angkutan penumpang umum di jalan.

16.Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi aatau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas Kkegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi.

18.Masa Retribusi suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek.

19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang.

20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi jumlah kredit
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang tidak
seharusnya terutang.
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22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah kewajiban retribusi daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,
adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri
yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan

penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.

BAB I
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 2

(1) Pemberian izin trayek diberikan kepada orang pribadi atau badan
dengan ketentuan memenuhi :

a. Persyaratan administratif ;

b. Persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi :

a. Memiliki surat izin usaha angkutan ;

b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan
yang dibuktikan dengan STNK sesuai domisili ;

c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan
yang dibuktikan dengan buku uji ; dan

d. Memiliki sarana penyimpanan kendaraan bermotor atau pool
atau garasi.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi :

a. Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan serta
melaksanakan rute sebagaimana tersebut pada trayek yang
diizinkan ;

b. Prioritas bagi orang pribadi / badan yang memberikan
pelayanan trayek terbaik untuk melakukan penambahan
armada yang disesuaikan dengan kebutuhan armada pada rute
trayek yang dilaksanakan.
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BAB IlI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan baik angkutan dalam
trayek maupun angkutan tidak dalam trayek serta angkutan insidentil

dalam wilayah daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin angkutan dalam trayek, izin
angkutan tidak dalam trayek (operasi), dan izin insidentil.
(2) Angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu

angkutan kota.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan izin
trayek dari pemerintah daerah.
(2) Waijib Retribusi adalah orang atau badan yang menjadi pengguna

izin trayek.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin trayek yang
diberikan dan jenis angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek

dan angkutan insidentil yang digunakan.
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BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut atas izin trayek yang diberikan di

daerah.

BAB VII
MASA IZIN TRAYEK DAN MASA RETRIBUSI
Pasal 9

(1) Masa izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.
(2) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk izin angkutan insidentil.

Pasal 10

(1) Pengenaan retribusi izin trayek dilakukan sekali untuk masa
berlakunya izin.

(2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk retribusi izin angkutan insidentil yang

pengenaan retribusinya sesuai permohonan izin.

BAB VIII
PRINSIP DALAM PENERAPAN TARIF
Pasal 11

(1) Prinsip dalam penerapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk  menutup sebagian atau sama dengan biaya
penyelenggaraan pemberian izin trayek.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen
biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka

pengendalian dan pengawasan.
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BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan

dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan angkutan insidentil.

(2) Stuktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagai berikut :

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Tarif
No. Jenis Angkutan Kapasitas Tempat Retribusi /
Duduk
5 Tahun
1 Izin Angkutan Dalam s/d 8 orang Rp. 240.000,-
Trayek 9 s/d 15 orang Rp. 300.000 -
2. | lzin Angkutan Tidak s/d 8 orang Rp. 240.000,-
Dalam Trayek (operasi)
. . . Rp.15.000,-
3. | Izin Insidentil 9 s/d 50 orang /satu kali PP
BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

BAB Xl

TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas umum daerah atau ditempat

lain yang ditunjuk sesuai

menggunakan SKRD.

waktu yang ditentukan dengan

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka

hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas umum daerah
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selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Kepala Daerah.

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

(2) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin
kepada Waijib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam
jangka  waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak atau
kurang dibayar setelah lewat waktu yang ditentukan, dapat
diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan
wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

(1) Apabila setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan

atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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14 jumlah retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi, maka jumlah
retribusi yang terhutang ditagih dengan STRD.

(2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Pejabat yang ditunjuk .

BAB XIlI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan/atau pembebasan retribusi.

(2) Pemberian  pengurangan  dan/atau  keringanan  retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan
khusus korban bencana alam dan/atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan  pengembalian kelebihan retribusi  dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan.
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(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan

atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang—kurangnya
menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi;

b. Masa retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala

Daerah.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 (satu) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat teguran ; atau
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b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.
(3) Penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22

(1) Pengusaha angkutan umum yang tidak mematuhi / melanggar
ketentuan izin angkutan dalam trayek, izin angkutan tidak dalam
trayek (operasi), dan izin insidentii merupakan pelanggaran yang
dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pembekuan izin, penundaan perluasan izin atau peringatan.

(3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

(2) Apabila setelah diterbitkan STRD Waijib Retribusi tetap tidak atau
kurang dalam melunasi retribusi yang terutang, maka izin trayek

yang bersangkutan dapat dicabut.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

(1) Waijib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama
6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.
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BAB XIlI
PENYIDIKAN
Pasal 25

(1) Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus

untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dibidang retribusi

izin trayek.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah;

Memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas dan/atau dokumen yang dibawa;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah ;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan; dan

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
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dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi lzin Trayek
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002
Nomor 5/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 September 2009

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
H. SAMSUL ASHAR
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 September 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.
ADI WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 13

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

DWI CIPTANINGSIH, SH..MM.
Pembina
NIP. 19631002 199003 2 003
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis,
serasi dan bertanggung jawab serta meningkatkan pembiayaan pemerintahan dan
pembangunan derah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari
sektor retribusi daerah harus dipungut dan dikelola dengan efektif dan efisien.

Disamping itu dengan semakin meningkatkan pelaksanaan pembangunan
dan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang diarahkan dapat menunjang
usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka sebagai pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah khususnya
Retribusi Izin trayek agar dapat ditingkatkan mutu dan jenis pelayanannya serta
wajib retribusi dapat mudah memahami dan mengerti terhadap hak dan
kewajibannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2008
tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Retribusi Izin Trayek, maka perlu dibuat peraturan daerah baru yang mengatur

tentang Retribusi Izin Trayek.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan angkutan kota adalah angkutan yang

dilaksanakan dalam jaringan trayek kota.
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Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Masa berlakunya izin untuk angkutan insidental berlaku 1 (satu) kali
PP (pergi-pulang) yang lamanya maksimum 14 (empat belas) hari.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberian pengurangan atau keringanan dapat diberikan sesuai
dengan kondisi Wajib Retribusi, misalnya dengan cara mengangsur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 13
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SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR  13  TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA  KEDIRI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan pengendalian izin trayek bagi angkutan umum di Kota Kediri perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang  Retribusi Izin Trayek.



Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah  Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950   Nomor 45);

2. Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);

6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana  dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

19. Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;

23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah  Nomor 6).





Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA  KEDIRI 



MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Kepala Daerah  adalah Walikota Kediri.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Trayek adalah lintas kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah. 

8. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada trayek tetap dan teratur. 

9. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

10. Angkutan Dalam Trayek adalah angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung dalam trayek yang ditentukan.

11. Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dalam wilayah Kota Kediri dengan rute yang tidak ditentukan.

12. Angkutan Insidentil adalah angkutan yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

13. Izin Insidentil adalah izin angkutan cadangan dari sebuah perusahaan angkutan yang sudah mempunyai trayek tetapi dipergunakan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki hanya untuk waktu-waktu tertentu.

14. Komponen Biaya Survey adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan survey yang meliputi biaya ATK, transportasi petugas survey, serta perlengkapan survey.

15. Biaya Transportasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya pegawai dalam rangka pengendalian dan pengawasan angkutan penumpang umum di jalan.

16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi aatau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

18. Masa Retribusi suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang tidak seharusnya terutang.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah. 





BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal  2

(1) Pemberian izin trayek diberikan kepada orang pribadi atau badan dengan ketentuan memenuhi :

a. Persyaratan administratif ;

b. Persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Memiliki surat izin usaha angkutan ;

b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan STNK sesuai domisili ;

c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan buku uji ; dan

d. Memiliki sarana penyimpanan kendaraan bermotor atau pool atau garasi.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan serta melaksanakan rute sebagaimana tersebut pada trayek yang diizinkan ;

b. Prioritas bagi orang pribadi / badan yang memberikan pelayanan trayek terbaik untuk melakukan penambahan armada yang disesuaikan dengan kebutuhan armada pada rute trayek yang dilaksanakan.









BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal  3

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan baik angkutan dalam trayek maupun angkutan tidak dalam trayek serta angkutan insidentil dalam wilayah daerah.



Pasal  4

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin angkutan dalam trayek, izin angkutan tidak dalam trayek (operasi), dan izin insidentil. 

(2) Angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu angkutan kota.



Pasal  5

(1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan izin trayek dari pemerintah daerah. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menjadi pengguna izin trayek.



BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  6

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.





BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin trayek yang diberikan dan jenis angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan angkutan insidentil yang digunakan.







BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  8

Retribusi yang terutang dipungut atas izin trayek yang diberikan di daerah.



BAB VII

MASA IZIN TRAYEK DAN MASA RETRIBUSI  

Pasal  9

(1) Masa izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 

(2) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk izin angkutan insidentil.





Pasal  10

(1) Pengenaan retribusi izin trayek dilakukan sekali untuk masa berlakunya izin.

(2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk retribusi izin angkutan insidentil yang pengenaan retribusinya sesuai permohonan izin. 







BAB VIII

PRINSIP DALAM PENERAPAN TARIF

Pasal  11

(1)	Prinsip dalam penerapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

(2) 	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan  biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.













BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal  12

(1)	Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan angkutan insidentil.

(2)	Stuktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



		No.

		Jenis Angkutan

		Kapasitas Tempat

Duduk

		Tarif Retribusi / 

5 Tahun



		1.

		Izin Angkutan Dalam Trayek

		s/d 8 orang

		Rp. 240.000,-



		

		

		9 s/d 15 orang

		Rp. 300.000,- 



		2.

		

Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek (operasi)

		s/d 8 orang

		Rp. 240.000,-



		3.

		Izin Insidentil

		9 s/d 50 orang

		Rp.15.000,-/satu kali PP







	

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal  13

(1)	Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)	Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 





BAB XI

TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal  14

(1)	Pembayaran retribusi dilakukan di kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(2)	Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3)	Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.



Pasal  15

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

(2) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.





BAB  XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  16

(1) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu yang ditentukan, dapat diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 



Pasal  17

 (1)	Apabila setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 jumlah retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi, maka jumlah retribusi yang terhutang ditagih dengan STRD.

(2) 	STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk .





BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal  18

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan/atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.





BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal  19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.



Pasal  20

(1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang–kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi;

b. Masa retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan

d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.



BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal  21

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tertangguh apabila :

a. 	Diterbitkan Surat teguran ; atau

b.	Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.



BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  22

(1) Pengusaha angkutan umum yang tidak mematuhi / melanggar ketentuan izin angkutan dalam trayek, izin angkutan tidak dalam trayek (operasi), dan izin insidentil  merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan izin, penundaan perluasan izin atau peringatan.

(3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.



Pasal  23

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Apabila setelah diterbitkan STRD Wajib Retribusi tetap tidak atau kurang dalam melunasi retribusi yang terutang, maka izin trayek yang bersangkutan dapat dicabut.



BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal  24

(1)	Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal  25

(1)	Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dibidang retribusi izin trayek.

 (2)	Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.	Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

b.	Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

c.	Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d.	Memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;	

e.	Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.	Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan  tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

g.	Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan/atau dokumen yang dibawa;

h	Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

i	Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.	Menghentikan penyidikan; dan

k.	Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 tanggal 30 Nopember 2002 Nomor 5/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal  27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.



Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 9 September 2009

WALIKOTA  KEDIRI,

ttd.

H. SAMSUL  ASHAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal  9 September 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

                             ttd.

                      ADI  WIYONO
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Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,





DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

Pembina 

NIP. 19631002 199003 2 003
P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR  13  TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK



I.	UMUM

		Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta meningkatkan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan derah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi daerah harus dipungut dan dikelola dengan efektif dan efisien.

			Disamping itu dengan semakin meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang diarahkan dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah khususnya Retribusi Izin trayek agar dapat ditingkatkan mutu dan jenis pelayanannya serta wajib retribusi dapat mudah memahami dan mengerti terhadap hak dan kewajibannya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek, maka perlu dibuat peraturan daerah baru yang mengatur tentang Retribusi Izin Trayek.



II.	PASAL DEMI PASAL

	Pasal  1

		Cukup jelas.

	Pasal  2

		Cukup jelas.

Pasal  3

		Cukup jelas.

	Pasal  4

		Ayat (1) 

			Cukup jelas.

		Ayat (2) 

		Yang dimaksud dengan angkutan kota adalah angkutan yang dilaksanakan dalam jaringan trayek kota.

	Pasal  5

		Cukup jelas.

	Pasal  6

		Cukup jelas.

	Pasal  7

		Cukup jelas.

	Pasal  8

		Cukup jelas.

	Pasal  9

	Ayat (1)

		Cukup jelas.

	Ayat (2)

Masa berlakunya izin untuk angkutan insidental berlaku 1 (satu) kali PP (pergi-pulang) yang lamanya maksimum 14 (empat belas) hari.

	Pasal  10

		Cukup jelas.

	Pasal  11

		Cukup jelas.

	Pasal  12

		Cukup jelas.

	Pasal  13

		Cukup jelas.

	Pasal  14

		Cukup jelas.

	Pasal  15

		Cukup jelas.

	Pasal  16

		Cukup jelas.

	Pasal  17

		Cukup jelas.

	Pasal  18

		Ayat (1)

		Cukup jelas.

		Ayat (2)

	Pemberian pengurangan atau keringanan dapat diberikan sesuai dengan kondisi Wajib Retribusi, misalnya dengan cara mengangsur.

		Ayat (3)

		Cukup jelas.

		Ayat (4)

			Cukup jelas.

	Pasal  19

		Cukup jelas.

	Pasal  20

		Cukup jelas.

	Pasal  21

		Cukup jelas.

	Pasal  22

		Cukup jelas.

	Pasal  23

		Cukup jelas.

	Pasal  24

		Cukup jelas.

	Pasal  25

		Cukup jelas.

	Pasal  26

		Cukup jelas.

Pasal  27

	Cukup jelas.
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